Menimbang

Mengingat

BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

a. bahwa dengan akan berakhirnya periode masa jabatan

Bupati Muara Enim pada tahun 2023 dan untuk
melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonomi Baru, perlu menyusun Dokumen Perencanaan
Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang
selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten Tahun 2024-2026;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2024-2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
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12,

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 18);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka  Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun
2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2018 Nomor 13);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024-2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Muara Enim.

4. Bupati adalah Bupati Muara Enim

5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
menengah daerah untuk periode 2024-2026.

6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan rencana kerja
pemerintah daerah atau disebut dengan rencana
pembangunan tahunan daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 2005-2025.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra perangkat daerah adalah dokumen
perencanaan Menengah Perangkat Daerah untuk periode
2005-2025.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) RPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran,



(2)

(3)

(4)

- B

pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah
serta digunakan sebagai pedoman dalam menentukan
arah kebijakan dan pembangunan daerah serta kebijakan
keuangan daerah Tahun 2024-2026.

RPD disusun sebagai pedoman dalam :

a. penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
tahun 2024 sampai dengan tahun 2026; dan

b. penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Dokumen naskah RPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI PENDAHULUAN;
b. BABII GAMBARAN UMUM;

c. BABIII GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
e. BABV TUJUAN DAN SASARAN

f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN
PROGRAM PRIORITAS

g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

i. BABIX PENUTUP.

Isi dokumen serta uraian RPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



BAB II
PENUTUP

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 17 Maret 2023

Plt. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD USMARWI KAFFAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 17 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

RISWANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023 NOMOR 4,



BAB IX
PENUTUP

Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati - Wakil Bupati Muara Enim
Periode 2018-2023, serta untuk menjaga keberlanjutan dan kesinambungan
pembangunan daerah maka dipandang perlu menyusun dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026
sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan

Daerah Otonomi Baru.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun
2024-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
penyusunan rancangan KUA-PPAS, serta penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya,
RPD Kabupaten Muara Enim akan digunakan oleh Pj Kepala Daerah sebagai

pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyusunan RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026
memperhatikan diantaranya penyelarasan target indikator makro dan program
prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2026, kesesuaian saran pokok
dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025, hasil
evaluasi RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023, Perubahan
RPJMD Provinsi dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, isu-isu strategis

yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku.

Plt. BUPATI MUARA ENIM

dto.

AHMAD USMARWI KAFFAH
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